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ABSTRAK 
Nam        :   JUMATIAH 
Nim       :   10700109017 
Judul Skripsi        :  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Di Kota Makassar Periode Tahun 
2003-2011 
  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk 
menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah 
secara nyata dan bertanggungjawab.  
Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Makassar Periode Tahun 2003-2011” 
Pokok masalahnya yaitu: Apakah pengeluaran pemerintah dan produk domestik 
regional bruto (PDRB) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota 
Makassar periode tahun 2003-2011 Dengan tujuan untuk mengetahui pengeluaran 
pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Makassar periode tahun 2003-2011. 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif 
merupakan data time series dari tahun 2003-2011. Tentang Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) yang didapat dari Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah, Badan Pusat 
Statistik (BPS) di Kota Makassar, perpustakaan unhas, literature-literatur/ buku-
buku dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penulisan ini. 
Sementara metode pengumpulan data, digunakan metode studi pustaka dan 
teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk mendapatkan 
informasi melalui catatan, literature, dan lain-lain yang masih relevan, dan teknik 
domentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan 
informasi yang berkaitan dengan objek studi. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari 
perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dengan bantuan SPSS 17. 
Hasil analisis secara persial menunjukkan bahwa variabel indevenden 
pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel 
devenden Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar dengan tingkat tidak 
signifikan 0,568 berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD,  
tidak terbukti. Sedangkan variabel indevenden Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Makassar dengan tingkat signifikan 
sebesar 0.032 berpengaruhi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
terbukti. 
 
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk 
menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah 
secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif 
bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian 
dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu 
masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah 
terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.
1
 
Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan 
perekonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa 
indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan    
nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang 
beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang pengukurannya 
berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi 
daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur 
dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga 
                                                          
1
Azis, Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 34. 
sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu 
periode tertentu.  
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat 
menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang 
dimilikinya, oleh karena itu besaran Produk Demestik Regional Bruto (PDRB) 
setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi 
masing-masing daerah.
2
 
Menurut Todaro faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu 
negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang 
berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah 
dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin 
banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin 
banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian 
kesemuanya itu tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk 
menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif.
3
 
Menurut Kuncoro Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya 
dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai 
kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada 
selama ini di mana porsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan 
pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di 
Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam 
                                                          
2
Sukirno, Pertumbuhan Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, 1978), h.45. 
 
3
Todaro,  Pertumbuhan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 105.   
membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total 
anggaran secara keseluruhan.
4
 
Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan 
dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di 
daerah. oleh Karena itu, Pemerintah Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto 
(DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang betul-betul mencerminkan 
kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. 
Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk 
menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-
sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya mampu 
menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran 
belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung 
menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat.
5
 
Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 1999-2002 
Tahun Target Realisasi (Milliar 
Rupiah) 
1999 30.552.197.451 39.675.197.561 
2000 46.376.417.023 53.458.417.296 
2001 48.501.552.500 67.896.576.977 
2002 56.913.484.485 79.973.816.061 
    Sumber : BPS Makassar 
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Kuncoro, Otonomi Daerah, (Jakarta: Fokusmedia, 1995),  h. 334-358. 
5
Uppa, Keuangan Pusat dan Daerah, (Jakarta: Erlangga,1986), h. 78. 
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar, di kota 
Makassar dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghasilkan  Rp 39.675.197.561  milyar. Di 
Tahun  2000  Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan cukup pesat 
Rp 53.458.417.296 milyar dan terus berlanjut di tahun 2001 mengalami 
peningkatan sebesar Rp 67.896.576.977 milyar, sedangkan di tahun 2002  
mencapai Rp 79.973.816.061 milyar.  Peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan 
otonomi daerah di mana daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. 
Tabel 1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Kota Makassar Tahun  
1999-   2002 
Tahun 
 
Pengeluaran 
Pemerintah (milliar) 
Persen 
1999 128.498.223.760 - 
2000 232.216.713.260 80,71 
2001 373.520.173.768 60,85 
2002 421.322.408.678 12,80 
              Sumber : BPS Makassar 
 Untuk mengetahui seberapa besar kewenangan daerah dalam menggali 
dan menggunakan sumber-sumber ekonomi di daerah guna membiayai kegiatan 
pembangunan melalui sumber-sumber keuangan asli daerahnya, ukuran yang 
digunakan untuk menentukan tolok ukur ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada faktor 
Pengeluaran Pemerintah dimana di tahun 1999 pengeluaran mencapai Rp 
128.498.223.760 (80,71%). dan mengalami peningkatan  di tahun 2001 sebesar 
Rp 373.520.173.768 (60,85%).  kemudian di tahun 2002 pengeluaran pemerintah 
meningkat sangat tajam sebesar Rp. 421.322.408.678 (12,80%). 
Tabel 1.3. Perkembangan PDRB Kota Makassar Tahun 1999-2002 
Tahun PDRB 
 (Milliar Rupiah) 
Perubahan 
 
1999 6.770.526.760 - 
2000 7.114.355.260 5,07 
2001 7.633.905.769 7,30 
2002 8.178.880.678 7,14 
       Sumber : BPS Makassar 
Selain itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tentu berpengaruh juga 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam hal ini bersumber dari pajak dan 
keuntungan produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan milik daerah serta pegadaian, 
di tahun 1999 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar  Rp 6.770.526.760 
mengalami peningkatan pada tahun 2001 sebesar Rp 7.633.905.769 (7,30%). Dan terus 
mengalami peningkatan sampai tahun 2002 sebesar Rp 8.178.880.678 (7,14%). 
Melihat pembangunan ekonomi Kota Makassar telah menunjukkan 
kemajuan yang cukup signifikan karena diimbangi dengan belanja modal daerah 
dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana yang masih kurang, tiap tahun 
pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dalam membangun dan 
prasarana seperti pembangunan jalan tol, mall, sarana hiburan dan lain-lain  
sehingga mendorong invektor dalam membangun usahanya di makassar melalui 
sector unggulan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sebagai salah 
satu factor pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Kontribusi besar yang diberikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) melalui sektor–sektor unggulan seperti sector perdagangan, 
restoran dan hotel, sector Pengelolahan industri dan sector Angkutan dan 
Komunikasi dimana kota Makassar didominasi oleh sector-sektor unggulan 
tersebut. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh 
tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah secara tegas tercermin di dalam 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dampak positif dari kebijakan 
proyek-proyek yang didanai atas prioritas dari Pemerintah Pusat yang selama ini 
diterima pemerintah daerah dan merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi 
pemerintah daerah. 
Berdasarkan uraian di atas Terkait dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Penulis merasa tertarik 
untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD)  kota Makassar dan menuangkan 
hasilnya dalam karya ilmiah berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di  Makassar Periode 2003-
2011”.  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang 
menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, ″Apakah Pengeluaran 
Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar periode tahun 2003-2011″. 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan  
1. Tujuan Penulisan  
Dalam penulisan ini tujuan yang ingin dicapai penulis adalah Untuk 
mengetahui  Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar periode 
tahun 2003-2011. 
2. Manfaat Penulisan  
Adapun manfaat penulisan ini adalah:  
a. Memberikan informasi bagi peneliti tentang Pengeluaran Pemerintah dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di Kota Makassar. 
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi setiap mahasiswa tentang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Makassar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
KAJIAN  PUSTAKA 
 
A.   Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana 
sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara 
meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan 
benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.
6
 
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak 
menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam 
mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun 
pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. 
Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah 
menggali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7
 
Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah 
adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas 
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Elita, Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: Rajawali, 2007), h. 
56. 
 
 
7
Pratiwi, Proposi Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: Rajawali, 2007), h. 34.  
 
daerah yang menambah ekuiditas dana dalam periode Tahun anggaran 
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
8
 
Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga di kemukakan oleh  
Widjaja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 
terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 
kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, 
serta pinjaman lain-lain.  
Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan 
masing-masing memberikan konstribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD).
9
 
Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya Pendapatan 
Asli (PAD) sebagai sumber keuangan daerah, Daerah otonom harus memiliki 
keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. 
Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar  
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yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai 
prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.
10
 
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai 
usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang 
bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang 
terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan 
lain-lain penerimaan asli daerah yang sah.  
Pendapatan asli daerah (PAD) diartikan sebagai pendapatan daerah yang 
tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-
sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. pendapatan asli daerah (PAD) adalah 
suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk 
menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.
11
 
1. Konsep Pajak Daerah  
Menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 
pembangunan daerah. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Kota/ 
Kabupaten terdiri dari:  
a. Pajak Hotel;  
b. Pajak Restoran;  
c. Pajak Hiburan;  
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d. Pajak Reklame;  
e. Pajak Penerangan Jalan;   
f. Pajak Parkir dll.
12
 
Menurut Davey (terjemahan Amarullah, 1988), memberikan pengertian 
perpajakan daerah sebagai Pertama, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dengan peraturan daerah itu sendiri dalam hal ini bahwa seberapa besar pajak 
yang dipungut langsung dari masyarakat telah ditentukan.. Kedua, Pajak yang 
dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh 
Pemerintah Daerah, Ketiga; Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah 
Daerah. dan Keempat; Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh 
Pemerintah Pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada kepada Pemerintah 
Daerah, dan dibagi hasilkan dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh 
Pemerintah Daerah.
13
 
Dalam Islam Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik 
secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.  
Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 29 yang 
berbunyi: 
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                             
                             
 
Terjamahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.
14
 
 
Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh 
orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena 
umat merupakan suatu kesatuan. 
Selanjutnya Smeet merumuskan pengertian pajak daerah sebagai berikut: 
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa 
publik daerah, menurut norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh 
penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai 
penggatinya.
15
 
Dari definisi yang dikemukakam di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak daerah pertama; Pembayaran 
yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (penguasa publik), kedua; 
Pungutannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku,dan ketiga; 
Pungutannya tersebut tidak mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari 
pemerintah.  
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Dengan memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak tersebut, 
nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau pengertian dari pajak itu 
mempunyai inti dan tujuan yang sama. Selain pengertian pajak, Rochmat 
Soemitro mengemukakan fungsi pajak sebagai berikut: Pertama; Fungsi 
Budgeter, fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak ini merupakan alat atau 
suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. 
dan Kedua; Fungsi Regularend, biasa juga disebut fungsi mengatur bahwa pajak 
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di 
luar bidang keuangan Fungsi mengatur ini dapat juga dilihat pada sektor swasta.
16
 
Bila ditinjau dari sudut pembebanannya, pajak dapat dibagi menjadi 
Pertama; Pajak langsung (Direct Tax), yaitu pajak yang pembebanannya tidak 
dapat dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara periodik. Kedua; Pajak 
tidak langsung (Indirect Tax), yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan pada orang lain dan pemungutannya tidak secara periodik.  
Bila ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas: 
Pertama; Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh negara berdasarkan 
undang-undang melalui inspeksi keuangan. Dan Kedua; Pajak Daerah adalah 
pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat. 
Dari uraian tentang fungsi-fungsi pajak, sebagaimana yang telah 
dikemukakan di atas, maka pajak memegang peranan penting sebagai sumber 
pemasukan keuangan daerah, bahkan juga memiliki fungsi lain, yang bersifat 
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mengatur untuk tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.Untuk menilai 
berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, akan digunakan serangkaian ukuran 
seperti:  
 Pertama, hasil (Yield): memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan 
dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya 
memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, 
pertumbuhan penduduk dan sebagainya, dan juga perbandingan hasil pajak dan 
biaya pungut. 
Kedua, Keadilan (Equity) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus 
jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara 
horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok 
yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; haruslah adil secara 
vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar 
memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak 
memiliki sumber daya ekonomi dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, 
dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-
wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika 
perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan 
masyarakat.  
Ketiga, Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency): pajak hendaknya 
mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya 
secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi ; mencegah jangan sampai pilihan 
konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan 
bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.  
Keempat, Kemampuan Melaksanakan (Ability in Implement) : suatu pajak 
haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha. 
Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa tidak ada pajak daerah yang 
mendapat nilai tinggi bila diukur dengan semua tolak ukur ini dan di berbagai 
negara pajak daerah mendapat nilai yang rendah menurut tolak ukur ini 
dibandingkan dengan pajak nasional karena pemerintah pusat biasanya (dan 
karena alasan-alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak “terbaik” sebagai 
pajak nasional. Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk 
menilai pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.
17
 
2. Konsep Retribusi Daerah  
  Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan 
retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18
 
  Dengan komitmen Islam yang khas dan begitu kuat terhadap persaudaraan 
manusia juga keadilan social dan ekonomi, maka ketidakadilan pendapatan dan 
kekayaan bertentangan dengan semangat Islam. Ketidakadilan dalam hal itu 
bukannya membangun namun akan menghancurkan rasa persaudaraan yang ingin 
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ditumbuhkan oleh Islam. Selain itu, karena berdasarkan Al Qur`an semua sumber 
daya adalah anugerah dari Allah bagi umat manusia.
19
 
Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi: 
                                      
           . 
Terjemahnya : 
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan 
Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”20 
 
Maka tidak ada alasan kekayaan sumber daya tersebut tetap terkonsentrasi 
pada beberapa pihak saja. Oleh karena itu, Islam menekankan keadilan distributif 
dan menerapkan dalam sistem ekonominya program untuk redistribusi pendapatan 
dan kekayaan sehingga setiap individu mendapatkan jaminan standar kehidupan 
yang manusiawi dan terhormat. Hal inipun selaras dengan perhatian Islam 
terhadap martabat manusia yang melekat dalam ajaran Islam yaitu sebagai 
khalifah atau wakil Allah dimuka bumi.
21
 
Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 30 yang 
berbunyi: 
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                                  
                                   
     
Terjemahnya : 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui."
22
 
 
Selain itu Sutrisno Prawirohardjo  mengemukakan bahwa retribusi daerah 
merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 
memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak 
langsung. Selanjutnya R. Sodargo  juga berpendapat bahwa retribusi daerah 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh 
jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa 
yang diberikan oleh daerah.
23
 
Dari beberapa definisi tentang retribusi di atas maka dapat dikemukakan 
beberapa ciri yang melekat pada pengertian retribusi yaitu: Pertama; Retribusi 
dipungut oleh negara dalam hal ini bahwa semua pendapatan daerah pungutan 
pendapatan daerah dari publik, Kedua; Dalam pemungutannya tidak terdapat 
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paksaan secara ekonomis, dan Ketiga; Retribusi dikenakan pada setiap 
orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara. 
Dari pengertian retribusi daerah di atas dapat pula diikhtisarkan ciri-ciri 
pokoknya Pertama; Retribusi dipungut oleh daerah, dapat dijelaskan bahwa 
semua yang berhubungan dengan segala hak dan kewajiban setiap masyarakat 
dalam hal ini membayar wajib pajak langsung dipungut oleh pemerintah daerah 
sebagai salah satu pendapatan daerah, dan Kedua; Dalam pungutannya retribusi 
terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk. dan Ketiga; 
Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa 
yang disediakan daerah, Dalam konteks retribusi kita dapat melihat bahwa 
nampak tidak adanya pekerjaan untuk menjadi wajib bayar, karena setiap individu 
yang tergolong wajib bayar adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan 
memperoleh atau menikmati secara langsung pelayanan tersebut.
24
 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang 
di peroleh dari pengelolaan kekanyaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika 
atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan 
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan ini mencakup : 
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah (BUMD); 
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 
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c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik sasta atau 
kelompok usaha masyarakat.
25
 
Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang 
relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber   
pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai 
dengan UU No.32 Tahun 2004. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari 
perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal 
seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Menurut  Tjahya Supriatna  bahwa hasil perusahaan daerah terdiri atas Pertama; 
Bagi perusahaan daerah dengan modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan (tanpa modal dari luar), hasil usaha daerah berupa dana pembangunan daerah 
bagian untuk anggaran belanja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dan 
Kedua; Bagi perusahaan daerah dengan modal sebagian merupakan kekayaan daerah 
yang dipisahkan (dengan tambahan modal dari luar), hasil perusahaan daerah berupa dana 
pembangunan dan bagian untuk  anggaran daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.
26
 
4.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
   Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasud 
dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, 
retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari : 
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  
2. Jasa giro 
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3. Pendapatan bunga 
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah  
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah 
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
8. Pendapatan denda pajak  
9. Pendapatan denda retribusi 
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan  
11. Pendapatan dari pengembalian  
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan 
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.27 
 
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah dinas-dinas 
daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh 
pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencakup berbagai 
jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari 
sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul 
kontraktor.
28
 
Menurut Kaho, sekalipun dinas-dinas daerah fungsi utamanya adalah 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa perlu memperhitungkan 
untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak 
sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan 
sebagai sumber pendapatan daerah.
29
 
B. Prinsip dan Kriteria Perpajakan dan Retribusi Daerah 
Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perdana, diupayakan tidak 
berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal 
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tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan 
mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi 
dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam 
Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan 
merupakan objek pajak pusat.  
Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh 
banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik 
pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang 
perpajakan daerah sebagai berikut: 
Pertama; prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya 
dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan 
masyarakat.,Kedua; adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan 
tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap 
anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak, Ketiga; 
administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan 
memuaskan bagi si wajib pajak, Keempat; secara politis dapat diterima oleh 
masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar 
pajak. dan Kelima; Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau 
pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. 
Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik 
bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan 
menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan, sehingga akan 
merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weightloss). Untuk 
mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki 
ciri-ciri tertentu. 
30
 
Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara 
sedang berkembang, adalah sebagai berikut:Pertama, pajak daerah secara 
ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus 
lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya, Kedua; relatif stabil, artinya 
penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat 
secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam dan Ketiga; tax basenya harus 
merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk 
membayar (ability to pay). 
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian 
kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan 
kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus 
mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah 
yang baik merupakan pajak yang akan mendukung   pemberian   kewenangan   
kepada   daerah   dalam   rangka pembiayaan desentralisasi.Beberapa kriteria dan 
pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada 
tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : 
Pertama; Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan 
cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi 
tanggungjawab Pemerintah Pusat. 
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Kedua; Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak 
terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar 
pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang 
beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” akan 
mempermudah daerah untuk menetapkan tarip pajak yang berbeda sebagai 
cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di 
banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan 
wilayah daerah yang cukup luas. Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” 
merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang 
lebih tinggi (Pusat/Propinsi). 
Ketiga; Pajak daerah seharusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak 
seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan 
besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong 
akuntabilitas daerah. 
Keempat; Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan 
yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil 
penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu 
berfluktuasi. 
Kelima; Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan 
secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan 
pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir 
bagi pembayar pajak lokal.
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Di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan 
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah pasal 1 nomor 26 
bahwa yang dimaksud dengan  retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Oleh karena itu retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang 
atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya 
dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada 
badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas 
(dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakat. 
C. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
  Menurut sadono sukirno, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 
merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam   waktu   satu   
tahun   di  suatu  wilayah tertentu tanpa  membedakan kepemilikan faktor 
produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan  faktor produksi yang digunakan 
dalam proses produksi itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 
salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan Produk 
Demestik Regional Bruto (PDRB) akan menyebabkan pendapatan daerah dari 
sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut.
32
 
Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan 
mencermati nilai pertumbuhan Produk Demestik Regional Bruto (PDRB). 
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Pertumbuhan ekonomi  diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) atas dasar harga konstan,  karena nilai Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB)  ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang 
diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.  
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga 
pendekatan, yaitu: Pertama; Segi produksi, Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk 
unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu 
(satu tahun),.Kedua; Segi Pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor 
produksi karena ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka 
waktu tertentu (satu tahun,) dan Ketiga: Segi pengeluaran, Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh 
rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor 
netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
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Menurut BPS, PDRB Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Pengertian 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 
dapat diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB).
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Menurut Gatot Dwi Adiatmojo dalam “Pembangunan Berkelanjutan 
dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun 
Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin” 
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menjelaskan pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu 
indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara 
sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 
tersebut.
35
 
 Menurut H. Saberan Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah 
yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata 
yaitu: Pertama; Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, 
Kedua; Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh 
faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah 
faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, ketiga;  Regional, 
artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa 
memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah 
domestik atau bukan, dan Keempat; Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai 
produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.
36
 
Berdasarkan empat pengertian istilah di atas, maka arti Produk Domesstik 
Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang 
diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun.  Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Pendapatan 
Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Domestik Regional Bruto. Dalam teori 
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ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan 
yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. Pertama; Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan 
komponen-komponen nilai tambah yaitu; upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan 
usaha, dan Kedua; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi 
pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, 
pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan 
pembentukan.  
  Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan 
mencermati nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Pertumbuhan ekonomi  diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) atas dasar harga konstan,  karena nilai Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang 
diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.
37
   
1. Landasan Teori  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
   Berkaitan dengan pajak daerah yang memiliki hubungan positif dengan 
pertumbuhan ekonomi,  Musgrave  menyatakan bahwa ada tiga dasar basis 
pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis pemungutan pajak tersebut 
meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pendapatan dan 
perusahaan (income and corporate), konsumsi (comsumption),  dan kekayaan 
(wealth). Berdasarkan pendapat Fisher tersebut, maka pajak hotel dan restoran, 
pajak hiburan, pajak reklame serta pajak penerangan jalan dikategorikan pajak 
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daerah yang berbasis konsumsi. Senada dengan pendapat tersebut Devas dkk  
mengemukakan bahwa pajak penerangan jalan adalah konsumsi listrik 
masyarakat.  
  Menurut  Peacock dan Wiseman  menyatakan bahwa perkembangan 
ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin 
meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga 
semakin meningkat. Sehubungan dengan peran pemerintah terhadap pertumbuhan 
ekonomi, Miller dan Russex, meneliti pengaruh struktur fiskal terhadap 
pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat, mengatakan bahwa, 
pertama, peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, 
bila pengeluaran untuk pendidikan atau tranportasi publik dapat ditekan atau 
coorporate income tax ditingkatkan, kedua, apabila sales tax dan pajak lainnya 
digunakan untuk transfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, 
tapi apabila coorporate income tax digunakan untuk transfer payment maka 
pertumbuhan ekonomi akan meningkat, ketiga, pajak akan berpengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan negara digunakan untuk 
membiayai pendidikan, transportasi publik dan keamanan publik.
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2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap   
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 
  Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui 
perkembangan dan struktur ekonomi   suatu wilayah di nyakini masih merupakan 
indicator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh 
perkembangan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB). Produk Domestic 
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Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang 
diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang–barang dan 
jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara 
tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di Negara 
tersebut.
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  Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula 
kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan 
pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh maka akan semakin 
besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB)  maka hal  ini mengindikasikan akan 
mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) saragih. Pendapat ini 
sejalan dengan Hakim Halim, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pengaruhi 
oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
40
 
D. Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran 
barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan 
alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai 
negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya.
41
 
Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijakan 
fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, 
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memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang 
merata. 
Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin 
pada anggaran dan belanja daerah  yang memuat semua biaya yanga akan 
digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tusas – tugas 
pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah. 
Untuk meningkatkan optimalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah 
dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara efisien dan 
efektif, maka struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 
2003 terjadi perubahan yakni disusun berdasarkan dengan pendekatan kinerja 
yang beorientasi pada pencapaian hasil kinerja atau output dan bukan lagi pada 
input seperti kecenderungan sebelumnya. 
Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang baru, 
sisa lebih Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun lalu dan pinjaman 
(utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun 
dimasukkan sebagai pembiayaan daerah, sedangkan anggaran belanja rutin  dan 
pembangunan yang ada pada struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) sebelumnya diarahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja 
operasional dan pmeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam 
belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan struktur yang baru 
tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit dari Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Daerah. Sehingga meningkatkan transparansi informasi 
anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran untuk 
menutupunya disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan.
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Pengeluaran pemerintah dapat bersifat exhautive expenditure yaitu 
merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung 
dikonsumsi maupun dapat menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu, 
pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu berupa pemindahan 
uang kepada individu–individu untuk kepentingan sosial. Jadi exhautive 
expenditure mengalihkan faktor–faktor produksi dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian terhadap barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa – jasa guru, meliter, pegawai 
negeri sipil, dan lain sebagainya.
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 Sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 
tentang “Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belnja 
Daerah (APBD)”. Menyatakan pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas 
daerah periode tahun anggaran tertentu. Serta memberikan penjelasan tentang 
belanja daerah yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran 
tertentu yang menjadi beban daerah.
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1. Landasan Teori Pengeluaran Pemerintah  
Menurut Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan 
bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan 
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masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.Teori Peacock dan Wiseman 
adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin 
meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan 
pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh 
karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan 
pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah 
menjadi semakin besar.
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Menurut teori Rostow dan Musgrave, dimana mereka menghubungkan 
pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap 
awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio rasio pengeluaran pemerintah 
terhadap pendapatan nasional-relatif besar. Hal itu dikarenakan pada tahap awal 
ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap 
menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna 
memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi 
investasi pihak swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah 
adalah karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan 
perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negatif, misalnya 
pencemaran lingkungan. 
Menurut  Dorn busch dan fischer memperlihatkan bahwa kenaikan  
pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap kenaikan produksi nasional 
yang lebih besar. 
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Studi yang dilakukan oleh Booth  yang secara langsung memperlihatkan 
ekssernahsin pengeluaran pemerintah terhadap produk dalam negeri yang pada 
gilirannya akan mendorong pengumutan penerimaan pajak sebagai hasil 
perkembangan produksi dan investasi dalam negeri  
2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah 
Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat 
dibedakan menjadi: Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah 
kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang Pengeluaran itu 
langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. 
Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.  Menyediakan 
kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.
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Berdasarkan atas penilaian ini dapat dibedakan bermacam-macam 
pengeluaran negara seperti:  
Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya 
pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang 
menerima jasa-jasa barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran 
untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang 
ekspor. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-
keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan 
dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. 
Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan 
masyarakat (public health).  
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Pengeluaran yang tidak self liquditing maupun yang tidak reproduktif yaitu 
pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan 
masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-
obyek tourisme dan sebagainya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya 
penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi. Pengeluaran yang secara langsung 
tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan 
pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan 
perorangan yang menerimanya akan naik. Pengeluaran yang merupakan 
penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak 
yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan 
pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut 
pasti akan lebih besar. pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua 
klasifikasi, yaitu:  
Pertama: Pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran untuk pemeliharaan atau 
penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai; belanja 
barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); 
angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran 
belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran 
mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan 
produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan 
tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin 
perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan 
untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut 
antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian 
dan koordinasi pelaksaanan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/ 
lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara 
bertahap.  
Kedua: Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat 
menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik 
dan non fisik Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan 
dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan 
pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program program pembangunan 
sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. 
Dana ini kemudian dialokasikan.  
Ketiga: Pembayaran transfer pemerintah adalah pembayaran pemerintah 
kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai 
imbalannya Samuelson dan Nordhaus. Pengeluaran pemerintah berupa 
pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. 
Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut 
dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) 
yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer 
mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y) dan Transfer ke 
Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana 
Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. pendapatan disposibel 
(pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung), yang didapat oleh 
sektor swasta.
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Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi 
tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal 
dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada 
dalam resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk 
menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak 
seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi agar kembali ke 
penggunaan tenaga kerja penuh. 
E. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 
Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 
1. Hubungan Antara Protuk Domestik Regional Bruto (PDRB)  dengan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
  Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hubungan secara fungsional,  karena 
pajak daerah merupakan fungsi dari Protuk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
yaitu dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan 
menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan 
bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan 
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ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong 
kemampuan masyarakat untuk membayar pajak  dan pungutan lainnya. 
2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD)  
 
Menurut Mardiasmo Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. 
Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya 
dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. 
Masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada membayar pajak. 
Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik 
tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan 
rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan 
kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. 
Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar 
untuk belanja rutin. 
Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya 
pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga 
masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya 
infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di 
berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat. Pemerintah 
perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan 
membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian 
berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. 
Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih 
aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan 
investor di daerah, akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD).
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Menurut Wong dalam Adi, pembangunan infrastruktur industri 
mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Pajak dan 
retribusi yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)  merupakan 
nilai tambah yang diperoleh dari sektor industri yang berkembang optimal. Sektor 
industri tersebut adalah berasal dari belanja modal. Strategi alokasi pada belanja 
modal akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi 
nasional. Belanja modal diantaranya adalah belanja modal tanah, belanja modal 
gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal alat-alat 
angkutan, belanja modal alat-alat berat dan belanja modal lainnya.
49
 
F. Study Empiris  
Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk 
menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil 
penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk 
melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang 
dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan 
diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian 
ini: 
                                                          
48
Mardiasmo, Optimalisasi Belanja Modal, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 98.  
  
 
49
Wong dalam Adi, Pembangunan Infrastruktur, (Bandung: Erlangga, 2006), h. 38. 
 
Menurut Wahidi  faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di Propinsi Kalimantan timur. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, mengetahui 
pengaruh pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, jumlah tabungan dan 
untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Darah 
(PAD) Propinsi Kalimantan timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari ketiga 
variabel bebas (pendapatan perkapita, jumlah kendaraan dan jumlah tabungan) 
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan variabel terikatnya Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Dari ketiga variabel bebas tersebut, variabel jumlah 
kendaraan roda dua maupun roda empat sangat berpengaruh terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung yang lebih besar dari 
nilai t-tabel yaitu 7,098>2,132 dengan koefisien korelasi sebesar 0,801. Kemudian 
disusul masing-masing variabel pendapatan per kapita masyarakat dan jumlah 
tabungan menempati urutan kedua dan ketiga.
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Menurut Transna Putra Urip dalam penelitiannya pengaruh pengeluaran 
pemerintah dan perkembangan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
di provinsi Papua, menyimpulkan bahwa: pengeluaran pemerintah berpengaruh 
positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.051% dan 
perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar  3,709%. 
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Menurut H.Muhamad dalam penelitiannya tentang Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Samarinda, menyimpulkan 
bahwa: variable bebas yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
kontribusi sector pertanian,kontribusi sector pertambangan,kontribusi sector 
industri,kontribusi sector perdagangan dan kontribusi sector konstruksi secara 
bersama- sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
G. Kerangka Konsepsional  
Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya  
perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan infrastruktur 
dan sarana prasarana yang ada di daerah sehingga akan berdampak pada 
meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah. di samping itu dengan tersedianya sarana prasarana yang 
memadai dari pemerintah daerah maka masyarakat dapat melakukan aktivitas 
secara aman dan nyaman dimana akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat 
produktivitas. dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik para 
investor untuk membuka lapangan usaha di segala sector Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) sehingga  akan berdampak pada meningkatnya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Dari penjelasan tersebut muncul suatu kerangka konsepsional yang harus 
dilakukan pengujian berkaitan dengan perkembangan variabel makro yaitu 
Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
     Gambar 2.1 Kerangka Konsepsional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Hipotesis  
Dalam usaha pemecahan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 
penulis membuat hipotesis Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di  Kota Makassar, dan 
Diduga Sector Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pengaruh positif dan 
signifikan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di  Kota Makassar. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. 
yang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya selalu meningkat dari tahun 
ketahun. Waktu Penelitian ini di mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 
2013. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini bersifat Kuantitatif 
merupakan data time series dari tahun 2003-2011. Tentang Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) yang didapat dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik 
(BPS) di Kota Makassar, perpustakaan unhas, literatur-literatur/buku-buku dan 
laporan-laporan yang berkaitan dengan penulisan ini. 
C.   Metode Pengumpulan Data  
Data yang diperoleh untuk penelitian ini, diperoleh dari hasil studi pustaka 
dan teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk 
mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dan lain-lain yang masih 
relevan, dan teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan 
mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi.  
 
 
D. Metode Analisis  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi barganda yang digunakan  untuk mengetahui besarnya pengaruh dari 
perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya yang ada. Yang dapat 
dinotasikan secara fungsional.
51
   
Y = f(X1, X2)………………………………………………...……...…………..(1) 
Y = α⁰ X1ᵝ¹ + X2ᵝ² e…….…………………………………...…………………(2) 
Selanjutnya fungsi regresi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk 
logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (ln) Sebagai berikut: 
LnY =  β0 + β1 lnX1 + β2 lnX2 + µ...………..…….…………………….……..(3) 
Di mana: 
Y   = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) 
X1 =  Pengeluaran Pemerintah (Rupiah) 
X2 = PDRB (Rupiah) 
e    = frekuensi gangguan stokhastik 
u   = Error term 
β0= Intercept 
β1-β5 = Koefisien Regresi 
b1,b2,b3 = Parameter 
Kaitannya dengan pengujian hipotesis penelitian ini dimaksudkan sebagai 
berikut : 
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Ho = b2,b3 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari Pengeluaran 
Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
Hasil regresi berganda, selanjutnya diuji dengan menggunakan Uji-t 
untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independent satu persatu (X) 
terhadap variabel defenden (Y). sedangkan Uji-F untuk mengetahui pengaruh 
variabel-variabel indevendent (X) secara keseluruhan terhadap variabel devendent 
(Y).  
E. Definisi Operasional  
Untuk lebih mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis memberikan 
batasan variabel yang meliputi :  
1).  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah salah satu sumber pendapatan daerah 
yang diusahakan langsung oleh pemerintah daerah yang meliputi hasil pajak 
daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah. tahun 2003-2011 yang di ukur dengan satuan rupiah  
2).  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Adalah nilai barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, yang dihitung 
berdasarkan harga konstan tahun 2003-2011. 
3). Pengeluaran Pemerintah Adalah anggaran yang di keluarkan pemerintah 
daerah untuk meningkatkan laju perekonomian tahun 2003-2011 yang di ukur 
dengan satuan rupiah. 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Gambaran Umum Kota Makassar  
1. Keadaan Penduduk Kota Makassar 
Penduduk kota Makassar pada tahun 2005 sebanyak 1.160.011 jiwa dan 
mengalami peningkatan positif pada tahun 2010 sebanyak 1.253.656 jiwa. 
Sementara itu di tahun 2011 pertumbuhan jumlah penduduk di kota makassar 
meningkat sebanyak 1.272.349 jiwa. 
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Jumlah Pencari Kerja Yang     
Di Tempatkan Menurut Jenis Kelamin Kota Makassar  Tahun 
2003-2011 
Tahun Jumlah 
penduduk 
Jumlah pencari kerja yang di tempatkan 
menurut jenis kelamin kota Makassar 
Laki-laki Perempuan total 
2003 1.130.384 1795 1147 2942 
2004 1.148.312 1432 1197 2629 
2005 1.160.011 2565 1676 4241 
2006 1.179.023 780 737 1517 
2007 1.193.434 2269 1619 3888 
2008 1.223.540 585 643 1220 
2009 1.235.239 417 445 862 
2010 1.253.656 - - - 
2011 1.272.349 2.858 3.026 5.884 
 Sumber: BPS Makassar  
Pada tabel 4.1 Tahun 2011 pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga 
Kerja kota Makassar sebanyak 5.884 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 
2.858 orang dan perempuan 3.026 orang. Dan pada tahun sebelumnya  2006  
tingkat pencari kerja mengalami penurunan sebesar 1517 orang yang terdiri dari  
laki-laki sebanyak 780 dan perempuan sebanyak 737 orang. 
2. Pertumbuhan Penduduk  
Pembangunan ekonomi tidak akan berlangsung secara berkesinambungan 
apabila tidak didukung oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan semangat 
kerja yang tinggi, sehingga mampu menggerakkan aktivitas dalam pemanfaantan 
berbagai sumberdaya yang tersedia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi 
asset bagi suatu ilayah dalam memacu pembangunan dibidang ekonomi secara 
lebih cepat, tetapi  bisa juga mendatangkan masalah yang serius apabila tidak 
disertai dengan peningkatan kualitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan 
pasar kerja. 
Perkembangan penduduk Kota Makassar Menurut kecematannya selama 
tahun 2003-2011 disajikan pada tabel 4.2.  
    Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecematan Kota Makassar Tahun 
2011 
Kecamatan Penduduk 
Mariso 55.875 
Mamajang 58.998 
Tamalate 170.878 
Rappocini 151.091 
Makassar 81.700 
U.Pandang 26.904 
Wajo 29.359 
Bontoalo 54.197 
Ujung Tanah 46.688 
Tallo 134.294 
Panakkung 141.382 
Manggala 117.075 
Biringkanaya 167.741 
Tamalanrea 103.192 
MAKASSSAR 1.739.374 
                Sumber : BPS makassar 
Pada tabel 4.2 Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Tamalate 
adalah yang terpadat yaitu sebanyak 170.878 jiwa, disusul kecamatan 
Biringkanaya 167.741. jiwa, kecamatan Rappocini 151.091 jiwa. sedangkan jika 
ditinjau dari penyebaran penduduk menurut kepadatan penduduk terendah 
terdapat pada kecamatan U.Pandang sekitar 26.904 jiwa, kemudian kecamatan 
Wajo 29.359 jiwa, dan disusul Ujung Tanah sebanyak 46.688 jiwa. 
B. Keadaan Perekonomian 
1. Pertumbuhan Ekonomi 
Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu 
daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi 
diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang 
merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. 
Searah dengan kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi 
daerah kabupaten/kota sejak tahun 2003, diharapkan pembangunan di daerah 
dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan, dan juga mempercepat 
pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak 
pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   
Pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besar 
kecilnya jumlah tingkat tabungan masyarakat. Artinya, semakin besar jumlah 
pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka akan semakin besar pula 
dana yang dapat dihimpun oleh pihak perbankan. Begitu pula sebaliknya, apabila 
tingkat pendapatan masyarakat menurun, maka kecenderungan untuk menabung 
juga akan semakin rendah. 
Peningkatan yang terjadi pada pendapatan masyarakat dalam suatu daerah 
dapat dilihat pada kemajuan perekonomian dengan mencermati nilai dari 
perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terjadi pada daerah 
tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi atas dua yaitu Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku. Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan adalah nilai barang dan jasa 
(komoditi), pendapatan dan pengeluaran yang dinilai berdasarkan harga tetap 
(konstan).  
Karena adanya perubahan harga dari tahun ke tahun, menyebabkan Produk 
Doemestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan  harga berlaku  juga turut  
berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) berdasarkan harga berlaku tidak dapat memberikan gambaran tentang 
perubahan daya beli masyarakat. Jadi dalam penulisan ini, Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) yang dipakai adalah Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) berdasarkan harga konstan karena dengan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan ini, kita bisa membandingkan dan 
melihat bagaimana daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat serta 
laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
berdasarkan harga konstan ini juga bisa digunakan output pada tahun yang 
berbeda. 
Apabila ditinjau dari segi pendapatan, Produk Domesti Regional Bruto 
(PDRB) disebut regional income yang menunjukkan jumlah pendapatan (balas 
jasa) yang diterima oleh masyarakat karena keikut sertaannya dalam proses 
produksi. Pendapatan ini antara lain adalah: upah, sewa tanah (rent), bunga untuk 
modal (interest) dan sebagainya. 
Dalam pembahasan ini akan diperhatikan berapa besar pertumbuhan 
ekonomi di Kota Makassar dari tahun 2003-2011 dimana data yang digunakan 
untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah data Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Perkembangan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) untuk Kota Makassar selama tahun pengamatan (2003-
2011), terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun seiring dengan 
berkembangnya kegiatan perekonomian setelah mengalami kelesuan akibat krisis 
ekonomi yang berkepanjangan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) di Kota Makassar dari tahun 2003-2011  secara umum dapat dilihat pada 
tabel  sebagai berikut. 
    Tabel 4.3 Perkembangan (PDRB) Kota Makassar Tahun 2003-2011 
Tahun 
PDRB 
( Milyar Rupiah ) 
Perubahan 
( Persen ) 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
8.882.252.698 
9.785.333.895 
10.492.540.675 
11.941.848.213 
12.534.978.267 
13.561.827.498 
14.798.187.640 
16.252.454.657 
17.820.703.341 
8,60 
10,17 
7,16 
8,09 
8,11 
10,52 
9,20 
9.83 
9.65 
         Sumber : BPS Makassar 
Pada tabel 4.3 perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
terus mengalami peningkatan di mana pada awal periode  pada tahun 2003 posisi 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar adalah sebesar 
8.882.252.698 milyar rupiah, kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2004 
mengalami perubahan sebesar 10,17% atau mengalami peningkatan sebesar 
9.785.333.895  milyar rupiah. Tahun 2005 jumlah Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Kota Makassar meningkat menjadi 10.492.540.675 milyar rupiah 
atau mengalami perubahan sebesar 7,16 %. bila dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya tahun 2004, jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota 
Makassar meningkat sebesar 9.785.333.895 milyar rupiah atau mengalami 
perubahan sebesar 10,17%. dan tahun 2007 Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) makassar mengalami peningkatan sebesar 12.534.978.267 milyar atau 
8,11% peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) makassar terus 
mengalami pertumbuhan sebesar 17.820.703.341. milyar atau 9.65% pada tahun 
2011. 
Namun secara umum, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Kota Makassar ini dipengaruhi oleh sektor-sektor yang dominan yaitu 
sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta angkutan 
dan komunikasi yang memberikan kontribusi sangat besar pada pertumbuhan 
ekonomi. 
Disusul kemudian sector unggulan  sektor Industri pengolahan dengan 
kontribusi sebesar 26,68% pada tahun 2003, kemudian penurunan menjadi 26,05 
pada tahun 2004 penurunan tersebut terjadi sebab banyaknya  produk  impor dari 
luar yang dilakukan oleh pemerintah sehingga produk dalam negeri kalah bersaing 
dalam pasaran. sehingga membuat sebagian sector industri mengalami kerugian. 
Kemudian sector unggulan sektor Jasa – jasa dengan kontribusi 14,88% pada 
tahun 2003, kemudian naik pada tahun 2004 menjadi 14,73% .tetapi di tahun 2011 
meningkat  sebesar 15,88%. 
2. Struktur Ekonomi 
 Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan melihat 
komposisi Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) tersebut menurut lapangan 
usaha. Demikian juga Kota Makassar, struktur perekonomiannya dapat dilihat dari 
komposisi PDRB-nya. Dari komposisi itu dapat dilihat bagaimana peran masing – 
masing sektor terhadap pembentukan total Produk Domestic Regional Bruto 
(PDRB) daerah tersebut selama kurun waktu tertentu. Semakin besar peranan 
suatu sektor terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), maka semakin 
besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian daerah 
tersebut. 
Untuk hal ini maka pada tabel berikut akan diperlihatkan komposisi  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar untuk periode 2003-
2011. Selangkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.4 Struktur Ekonomi Kota Makassar (dalam persen) Tahun 2003-2011 
Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan  
Pada tabel 4.4 memperlihatkan kestabilan pada sektor Perdagangan, 
Restoran dan Hotel yang  merupakan sektor unggulan  dalam kegiatan 
perekonomian Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor 
perdagangan, restoran dan hotel dalam pembentukan total PDRB Kota Makassar, 
yang pada tahun 2003 mencapai 27,36 %, walaupun pada tahun 2004 mengalami 
penurunan menjadi 26,70%. Akan tetapi sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel 
tetap memberikan  pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya  terhadap 
No Sektor 
Tahun 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Pertanian 2,30 2,27 2,22 1,15 1,13 1,11 0,98 0,90 0,82 
2 Pertambanga
n& 
penggalian 
0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
3 Industri 
pengolahan 
26,68 26,05 23,99 23.85 23,86 23,50 23,13 22,24 20,74 
4 Listrik, gas 
dan air bersih 
2,74 2,80 2,81 1,94 2,14 2,05 23,13 1,93 1,79 
5 Bangunan 7,97 7,83 8,35 7,65 7,59 7,54 2,00 8,09 7,94 
6 Perdagangan,
Restoran dan 
Hotel 
27,36 26,70 27,13 28,95 28,78 28,21 28,44 29,05 28,70 
7 Angkutan 
dan 
komunikasi 
12,94 12,74 12,48 15,25 16,09 15,80 15,78 14,80 13,93 
8 Bank dan 
lembaga 
keuangan 
5,13 6,87 8,90 9,97 9,63 10,09 10,37 10,09 10,17 
9 Jasa – jasa  14,88 14,73 14,10 11,22 10,86 11,69 11.59 12,89 15,88 
pembentukan total Produk Domesti Regional Bruto (PDRB). setelah sektor 
Perdagangan, Restoran dan Hotel. 
C.   Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang 
tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian 
daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah 
harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerah                                      
(PAD) nya, sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar 
dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya 
guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk 
mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 
Pemerintah Kota Makassar dalam usaha untuk mengembangkan dan 
membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber 
pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut 
dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan 
pencapaian realisasi secara konsisten. 
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kota Makassar dalam 
mengelola sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan 
perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya 
roda pemerintahan di Kota Makassar, berikut ini penulis menyajikan data tentang 
perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sejak tahun 2003 
sampai tahun 2011. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.5 Perkembangan Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2003-2011 
Sumber: DISPENDA Makassar 
Berdasarkan tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar 
secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghasilkan Rp. 89.784.685.001 meningkat 
menjadi pada tahun 2004 sebesar Rp. 99.953.791.000 kemudian meningkat di 
tahun  2005 sebesar Rp. 120.641.782.818  meningkat lagi pada tahun 2006 
sebesar Rp. 139.875.863.930 Target yang ditentukan sebesar Rp. 
114.775.532.31584. Selanjutnya di tahun 2007 meningkat mencapai Rp. 
141.554.869.939, di tahun 2008 mengalami kenaikan pendapatan yang positif 
sebesar Rp. 154.976.964.957 dan terus berlanjut di tahun 2011 mengalami 
peningkatan sebesar Rp. 223.340.378.243. 
Peningkatan ini sejalan dengan pelaksaan otonomi daerah di mana daerah 
sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya. 
Kenaikan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tersebut 
 
Tahun 
Target 
Realisasi 
(Miliar Rupiah) 
2003 75.774.687.783 89.784.685.001 
2004 84.179.962.330 99.953.791.000 
2005 100.532.061.960 120.641.782.818 
2006 114.775.532.315 139.875.863.930 
2007 125.936.173.075 141.554.869.939 
2008 145.466.209.400 154.976.964.957 
2009 176.628.387.000 168.746.721.874 
2010 197.876.432.000 210.068.212.641 
2011 211.324.452.321 223.340.378.243 
tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan 
daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial. Sebagai salah 
satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah tersebut melalui 
penyederhanaan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan nasional, 
pengklasifikasian retribusi dengan kriteria tertentu, serta penyederhanaan tarif 
pajak dan retribusi dan samping itu Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Makassar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.  
Secara intensifikasi usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Makassar 
adalah (1) Memberlakukan/ melaksanakan sistem pungutan sesuai dengan 
petunjuk yang ada dalam Mapatda. (2) Diadakan penyempurnaan administrasi 
sarana/prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi. (3) Diadakan 
pendekatan kepada masyarakat/wajib retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan. 
(4) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim 
Penagihan Retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan. (5) Meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Penagihan Retribusi, 
sehingga Wajib Retribusi dapat membayar kepada petugas penagih yang ditunjuk 
dengan Surat Perintah Tugas. (6) Terus menerus secara berkesinambungan 
diadakan pencairan tunggakan, (7) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait 
terutama yang berkenaan dengan perubahan data. 8) Penyampaian Surat 
Ketetapan Retribusi tepat pada waktunya. (9) Mengadakan monitoring terhadap 
pelaksanaan pemungutan di lapangan. (10) Meningkatkan kualitas aparatur 
dengan mengikut sertakan karyawan untuk mengikuti kursus-kursus/penataran 
mengenai Pendapatan Daerah.  
Sedangkan secara ekstensifikasi adalah (1) Mendata ulang obyek-obyek 
Retribusi yang ada dengan cara menertibkan administrasi. (2) penyesuaian Tarif 
Retribusi melalui perubahan Peraturan Daerah. Upaya Pemerintah Kabupaten 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dan memperbaiki, 
pelayanan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengundang 
investor untuk turut menyediakan pelayanan masyarakat tersebut. Pada sisi yang 
lain, dari kalangan dunia usaha dalam era globalisasi saat ini yang dicirikan oleh 
derajat kompetisi yang tinggi diperlukan adanya daya saing yang semakin 
tangguh. Oleh karena itu pengusaha dituntut untuk semakin profesional dan 
berproduksi secara lebih efisien. Akan tetapi tuntutan diatas dalam prakteknya 
menghadapi dilema yaitu disatu pihak Pemerintah daerah  harus dapat menarik 
minat pengusaha dengan memberikan berbagai perangsang dan kemudahan bagi 
investor, sementara dilain pihak Pemerintah daerah melakukan berbagai macam 
pungutan yang sering dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha. Pada gilirannya 
kondisi tersebut menyebabkan rendahnya minat investor di daerah guna 
meningkatkan efisiensi usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Merintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang 
dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan 
atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan 
peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan 
serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  tersebut dalam menunjang pembangunan.  
1. Penerimaan Pajak Daerah     
Untuk melihat sejauh mana penerimaan pajak daerah Kota Makassar dan 
perkembangannya, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan 
target dan realisasi penerimaan serta kenaikan pajak daerah sejak tahun 2003 
sampai tahun 2011. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel  4.6 Perkembangan Pajak Daerah Kota Makassar  Tahun 2003-2011 
 
Tahun 
Target 
(Juta Rupiah) 
Realisasi 
(Juta Rupiah) 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
38.487.71 
50.005.13 
59.889.43 
68.904.34 
79.867.787 
92.453.53 
115.213.92 
134.216.18 
151.231.34 
41.899,55 
55.020.70 
63.426.56 
77.878.47 
83.978.71 
98.318.69 
115.223.33 
133.551.81 
158.453.56 
    Sumber Data  : DISPENDA Kota Makassar 
 Dari Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi  pajak  
daerah dari tahun  ke  tahun terus  meningkat  yaitu   pada tahun  2003  
penerimaan mencapai Rp. 41.899,55 dan selanjutnya kemudian pada tahun 2004 
penerimaan meningkat sebesar Rp. 55.020.70 sampai tahun 2010 penerimaan 
realisasi pajak daerah terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 133.551.81, dan 
Realisasi penerimaan di tahun 2011 meningkat cukup pesat sebesar Rp. 
158.453.56. Pada tahun 2003  sampai dengan 2011 target mulai tercapai bahkan 
melebihi yang ditargetkan. 
 
2. Penerimaan Retribusi Daerah   
 Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah 
dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung 
diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sehingga retribusi 
merupakan potensi ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan 
daerah. 
Konsep Islam menjamin sebuah distribusi yang memuat nilai-nilai insani, 
yang diantaranya dengan menganjurkan untuk membagikan harta lewat sadaqah, 
infaq, Zakat dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan social, 
Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 261 yang 
berbunyi: 
                               
                            
 
Terjemahnya: 
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah 
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
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 Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penggalian dan pemanfaatan potensi dari 
retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui 
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berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggalakkan dan 
memanfaatkan obyek dan subyek retribusi yang ada. 
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kota Makassar dalam 
mengelola retribusi daerah tersebut dan perkembangannya di dalam menunjang 
pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar, 
berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan target dan realisasi 
penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2003 sampai tahun 2011. Dan untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel  4.7 Perkembangan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2003-
2011 
Tahun 
Target 
(Juta Rupiah) 
Realisasi 
(Juta Rupiah) 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
25.186.40 
24.910.50 
31.889.19 
39.951.80 
38.487.89 
40.463.12 
44.281.32 
62.971.50 
71.345.34 
23.536,17 
24.717.29 
31.496.66 
37.066.08 
37.972.41 
40.966.23 
39.161.12 
59.728.10 
73.267.20 
    Sumber Data  : DISPENDA Kota Makassar 
 Berdasarkan tabel 4.7 selama tahun pengamatan retribusi daerah terus 
mengalami peningkatan yaitu pada  Tahun 2003 pertumbuhan retribusi daerah  
sebesar Rp. 23.536,17 dan meningkat cukup tajam  pada tahun 2009 sebesar Rp. 
39.161.12 Selanjutnya mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 
Rp. 73.267.20 Meskipun selama periode pengamatan penerimaan retribusi daerah 
terus meningkat, namun realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan penerimaan retribusi daerah belum 
optimal. 
D.    Perkembangan Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran Pemerintah daerah merupakan kebijakkan keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta 
berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. Disisi lain 
anggaran dapat pula menjadi saran bagi pihak tertentu untuk melihat atau 
mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah. 
Pada umumnya dinegara yang sedang berkembang, keuangan pemerintah 
memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena 
pemerintah dianggap mampu mengelola sumber daya lokal untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan daerah.  
Tabel 4.8 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Kota Makassar 
Tahun 2003-2011 
Tahun Pengeluaran 
Pemerintah (Milliar) 
Persen 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
     565.782.563.690 
678.813.319.900 
748.809.054.670 
876.897.869.976 
975.965.924.979 
1.225.677.157.876 
1.231.213.830.640 
1.452.675.324.314 
1.782.129.598.453 
34,30 
19,97 
10,31 
17,10 
11,20 
25,48 
0,45 
5,67 
7,34 
                 Sumber: BPS Makassar  
Pada tabel 4.8 tahun 2003 jumlah Pengeluaran Pemerintah kembali meningkat Rp. 
565.782.563.690 (34,30%) dari tahun 2004 sebesar Rp. 678.813.319.900 
(19,97%)  Kemudian meningkat lagi di tahun 2005 sebesar Rp. 748.809.054.670 
(10,31 %). di tahun 2006 bertambah sebesar Rp. 876.897.869.976 (17,10%) 
ditahun 2007 meningkat lagi sebesar Rp. 975.965.924.979 (11,20%) pengeluaran 
pemerintah daerah di tahun 2008 meningkat sebesar Rp. 1.225.677.157.876 
(25,48%) dari tahun sebelumnya. Selanjutnya semakin bertambah sebesar Rp. 
1.231.213.830.640(0,45 %) di tahun 2009 dan pengeluaran pemerintah di tahun 
2010 sebesar Rp. 1.452.675.324.314  (5,67 %) kemudian meningkat sedikit di 
tahun 2011 sebesar Rp. 1.782.129.598.453 (7,34%). 
Pengeluaran pemerintah yang cenderung semakin meningkat ini seiring 
dengan meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah (PAD)  kota Makassar. dari 
tahun ke tahun pembiayaan pembangunan daerah Kota Makassar oleh pemerintah 
daerah semakin meningkat sehingga memicu meningkatnya pengeluaran 
pemerintah di Kota Makassar . 
E. Sistem Pemungutan Pajak Daerah  
Di Indonesia dikenal adanya system tertentu yang digunakan untuk  
mengatur kewenangan dan kewajiban dalam melakukan pemungutan pajak mulai 
dari proses perhitungan dan penetapan besarnya utang pajak. Yakni: 
a. Official assessment system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan 
sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu 
dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak 
seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak 
b. Semi self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang 
memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan 
besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun 
pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk 
tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib pajak yang harus 
disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan 
besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan 
oleh Wajib Pajak 
c. Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang 
memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang 
pajak Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut 
campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali 
Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku. 
F.  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Di  Kota Makassar 
Setelah memberikan gambaran umum mengenai perkembangan masing-
masing variabel yang dimaksud dalam penulisan ini, maka pada bagian ini kita 
akan melihat hasil perhitungan empirik yang telah didapatkan dengan 
menggunakan perhitungan regresi dengan bantuan SPSS Windows. Tujuan dari 
perhitungan regresi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat signifikansi 
pengaruh antara variabel-variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah dan Produk 
Domestik Regional ruto (PDRB) terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan yang mana lebih dominan pengaruhnya. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai  
Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dengan tahun pengamatan  2003-
2011. Data sekunder yang diambil dari berbagai instansi ini tidak langsung 
dimasukkan kedalam perhitungan, akan tetapi sebagian diubah terlebih dahulu ke 
dalam bentuk Logaritma Natural (Ln) dengan persamaan sebagai berikut : LnY =  
β0 + β1 lnX1 + β2 lnX2, kemudian diolah dengan program SPSS.17. 
Tabel 4.9 Data Dasar Perhitungan SPSS 
Sumber : Tabel…4.4,4.5,4.8 
Tabel 4.10 Data Dasar Perhitungan SPSS setelah di Ln-kan 
 
Tahun 
PAD 
(Y) 
P.PEM 
 (X1) 
PDRB 
(X2) 
2003 25.22 20.15 22.91 
2004 25.33 20.34 23.00 
2005 25.52 20.43 23.07 
2006 25.66 20.59 23.20 
2007 25.68 20.70 23.25 
2008 25.77 20.93 23.33 
2009 25.85 20.93 23.42 
2010 26.07 21.10 23.51 
2011 26.13 21.30 23.60 
Sumber :  Tabel  4.9 
Data dalam  tabel 4.10 kemudian dioalah dengan program SPSS. Sehingga 
diperoleh nilai konstanta, koefisien regresi, nilai regresi, dan korelasi sebagai 
mana pada lampiran. 
Hubungan atau korelasi antara variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 
berikut: 
 
Tahun 
PAD 
(Milyar Rp) 
Pengeluaran 
Pemerintah 
(Milyar Rp) 
PDRB 
(Milyar Rp) 
2003 89.784.685.001 565.782.563.690 8.882.252.698 
2004 99.953.791.000 678.813.319.900 9.785.333.895 
2005 120.641.782.818 748.809.054.670 10.492.540.675 
2006 139.875.863.930 876.897.869.976 11.941.848.213 
2007 141.554.869.939 975.965.924.979 12.534.978.267 
2008 154.976.964.957 1.225.677.157.876 13.561.827.498 
2009 168.746.721.874 1.231.213.830.640 14.798.187.640 
2010 210.068.212.641 1.452.675.324.314 16.252.454.657 
2011 223.340.378.243 1.782.129.598.453 17.820.703.341 
   Tabel 4.11  Hasil Uji Korelasi antar Variabel 
Variabel P.PEM (X2) PDRB (X1) 
PAD (Y) 0,982 0,992 
Sig (1- tailed) 0,000 0,000 
  Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 
a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  (X1) 
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Kota Makassar menujukkan angka 
arah yang searah  dan positif. Ini menujukkan  bahwa total Pengeluaran 
Pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah di Kota Makassar, karena dengan adanya Pengeluaran 
Pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah Kota Makassar untuk pembangunan daerah yang dananya berasal 
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari analisis statistic ternyata 
menujukkan arah yang positif dengan nilai korelasi sebesar  0,982 
(korelasi kuat). 
b. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  (X2) 
Korelasi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menujukkan angka yang 
positif, yang berarti bahwa pengaruh peningkatan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat 
di kota Makassar akan barang dan jasa meningkatkan setiap tahunnya, 
sehingga mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), walaupun sebenarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
yang terus meningkat ini belum tentu dinikmati oleh masyarakat di Kota 
Makassar, tetapi nilainya searah dengan peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), sehingga korelasinya menurut statistic adalah 0,992  
(korelasi kuat). 
Hasil analisis regresi linier berganda secara ringkas dapat dilihat pada 
tabel 4.12. 
Tabel 4.12  Hasil Analisis Regresi 
Model B Beta T P(Sig) 
Constant -8,249 - -1,306 0,239 
Ln Pengeluaran Pemerintah -0,225 -0,276 -0,604 0,568 
Ln PDRB 1,660 1,266 2,772 0,032 
R square = 0,984 
R = 0,992 
F hitung = 189,361 
Sig F = 0,000 
    
Sumber : Hasil Pengelolahan Data, 2013 
Dari tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi 
Y = a +b1 X1 + b2 X2 + e 
LnY = a +b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + µ 
Ln y = -8,249 +  -0,225 LnX1 + 1,660 LnX2  
              
G. Pengujian Asumsi Klasik  
Karena data yang digunakan adalah data sekunder maka untuk menentukan 
ketepatan model perlu dillakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang 
digunakan yaitu: Multikolonieritas, Heleroskedastisitas, Autokorelasi dan Uji 
Normalitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1. Uji Multikolinearitas  
Masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada penggunaan persamaan 
regresi berganda adalah Multikolinearitas, yaitu suatu keadaan yang variabel 
bebas  lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi  diantara 
variabel indevenden. Adanya  Multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value 
atau nilai variance inflation faktor (VIF). Batas dari tolerance value dibawah 0,10 
atau nilai VIF diatas 10, maka terjadi problem multikolinearitas. Jika terjadi 
multikolinearitas akan menimbulkan akibat sebagai berikut : 
a. Standar erro kofesien regresi yang diperoleh menjadi besar. Semakin 
besarnya standar error maka semakin erat kolinearritas antara variabel 
bebas. 
b. Standar error yang besar mengakibatkan confident interval untuk penduga 
parameter semakin melebar, dengan demikian terbuka kemungkinan 
terjadinya kekeliruan, yakni menerima hipotesis yang salah. 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS maka VIF P.PEM adalah 80.200, VIF 
Ln PDRB 80.200 sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas 
antara variabel bebas : variabel P.PEM, PDRB bebas dari mutikolonieritas yang 
ditunjukkan dengan nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Dapat diabaikan 
karena VIF berada di antara 0,10 dengan 10. 
Tabel 4.13  Uji Multikolinearitas 
    Model              Collinearrity Statistics 
Tolenrance VIF 
   LnP.PEM 
   LnPDRB 
.012 80.200 
.012 80.200 
a. Devendent Variabel : PAD 
2. Hasil Uji Autokolerasi 
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi diantara 
anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila 
datanya time series) atau korelasi antara tempat berdekatan (apabila cross 
sectional). Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 
ada problem autokorelasi. Menurut  Muhammad iqbal Hasan klisfikasi nilai d 
yang dapat digunakan untuk melihat  ada atau tidaknya autokorelasi dalam model 
regresi. 
     Tabel 4.14  Klasifikasi Nilai DW untuk Autokorelasi 
Nilai Keterangan 
<1,10 
1,10 – 1,54 
1,55 – 2,45 
2,46 – 2,90 
>2,91 
 
Ada autokorelasi 
Tidak ada kesimpulan 
Tidak ada autokorelasi 
Tidak ada kesimpulan 
Ada autokorelasi 
    Sumber : Iqbal Hasan  (2003)       
 Oleh karena itu perlu dilakukan ‟pengobatan‟ autokorelasi. Setelah 
dilakukan ‟pengobatan‟ autokorelasi diperoleh hasil seperti dipaparkan pada tabel 
berikut. Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi setelah „Pengobatan‟ 
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .992a .984 .979 .04429 2.362 
a. Predictors: (Constant),  Pengeluaran Pemerintah, PDRB  
b. Dependent Variable: PAD 
berdasarkan nilai DW = 2,362 (1,55-2,45) artinya tidak ada autokorelasi 
 
3. Hasil Uji Heteroskedisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalm model 
regresi terjadi ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika berbeda maka disebut heterosdastisitas didalam model 
regresi antara lain dapat dilakukan dengan uji Glejser, yakni meregresikan 
absolute nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen. 
Jika probabilitas signifikansiya diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat 
heteroskedastisitas. 
Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas (Tabel 4.16) diperoleh hasil bahwa variabel 
Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bebas dari 
heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan tingkat signifikasi > 0,05. 
Tabel 4.16  Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -8.249 6.315  -1.306 .239 
Pengeluaran 
Pemerintah 
-.225 .372 -.276 -.604 .568 
PDBR 1.660 .599 1.266 2.772 .032 
a. Dependent Variable: PAD 
Selain itu dalam penelitian ini metode yag digunakan untuk mendeteksi 
gejala heteroskedasitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 
terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 
heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknyanpola tertentu pada 
grafik scattterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang 
telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 
yang terletak di Studentized. 
1. Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka 
mengidentifikasikan telah terjadi heterokedasitas.  
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas  dan dibawah  
angka 0 pada sumbu Y,  maka tidak terjadi heteroskedasitas. 
3. Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka 
mengidentifikasikan telah terjadi heterokedasitas. 
4. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 
baik adalah memiliki distribusi data normal atau dengan melihat histogram dari 
residualnya: 
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal 
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 
dioganal atau grafik histogram tidak menujukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Berdasarkan tampilan grafik histogram dapat disimpulkan : bahwa 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan dari 
histogram diatas, menujukkan pola regresi normal yang memenuhi asumsi 
normalitas karena histogram yang ada menyerupai lonceng  ( mendekati pola 
distribusi normal). 
H.  Pengujian Hipotesis  
Hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Uji Serantak (Uji F) 
Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 189,361 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, dengan demikian nilai P (sig) = 0,000 < 
α 0,005. Ini berarti Hₒ ditolak dan H₁ diterima. Dengan demikian secara serentak 
dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah  (X1) dan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) (X2), berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli  
Daerah  (PAD)(Y). 
 Selanjutnya nilai R square = 0,984 hal ini memberikan indikasi bahwa 
984% Pendapatan Asli Daerah (Y) ditentukan  oleh Pengeluaran Pengeluaran  
(X1) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(X2), sisanya sebesar 0,84% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model ini. 
 Sedangkan koefisisen korelasi R = 0,992 Berarti korelasi antara 
Pengeluaran Pemerintah (X1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(X2) 
terdapat keeretan hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(Y). 
2. Uji Partial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji kemaknaan atau  keberartian koefisien 
regresi partial. Pengujian melalui uji t adalah dengan membandingkan t hitung  
dengan t tabel pada taraf nyata α = 0,05. Uji t berpengaruh positif dan signifikasi 
apabila hasil perhitungan t hitung dengan t tabel  (t- hitung > t- tabel ) atau 
probabilitas kesalahan lebih kecil dari 5% (P < 0,05). Selanjutnya akan dicari nilai 
koefisien determinasi partial (r²) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X)  
secara partial terhadap variabel tidak bebas (Y). 
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh Koefisien 
regresi Pengeluaran Pemerintah (X2) sebesar (-) -0,225 Koefisien tersebut 
mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel Pengeluaran 
Pemerintah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Y). koefisien regresi 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1)  sebesar (+) 1,660 Koefisian 
tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara Variabel Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
(Y).  
Berdasarkan koefisien  beta regrasi pada tabel 4.15 dapat disimpulkan 
bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dengan nilai Koefisien beta regresi sebesar (-) -0,225  untuk 
Pengeluaran Pemerintah, diikuti variabel Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dengan nilai beta regresi berturut-turut sebesar (+) 1,660 . 
Dari hasil Uji–t dapat dilakukan pembahasan hipotesis yang di ajukan sebagai 
berikut: 
a. H1 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
Berdasarkan Uji-t diperoleh hasil bahwa nilai t-hitung  sebesar (-) -0,604  
dengan tingkat signifikansi 0,05 dan nilai t-hitung bertanda positif, maka 
secara parsial variabel indevenden Pengeluaran Pemerintah berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli 
Daerah . dengan demikian hipotesis ditolak. 
b. H2 : PDRB berpengaruh posotif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Berdasarkan Uji - t diperoleh hasil bahwa nilai t- hitung sebesar (+) 2,772 
Dan t-tabelnya 1,833 dengan tingkat signifikansi 0,032 Karena t hitung lebih 
besar dari t tabel (2,772 > 1,833) dan karena tingkat signifikansi 0,032 yang 
lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung bertanda positif, maka secara parsial 
variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian 
hipotesis diterima. 
1. Variabel P.PEM (X1) 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwapeningkatan atau Penurunan 
Pengeluaran Pemerintah selama periode penelitian mempengaruhi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tidak signifikan. Semakin rendah 
Pengeluaran Pemerintah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD)  daerah akan 
meningkat. (H2 : P.PEM berpengaruh positif terhadap PAD, ditolak). 
Tidak ada upaya telah dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat ideal 
Pengeluaran Pemerintah. Tingkat ideal akan bervariasi dari satu Negara ke daerah 
tergantung pada faktor-faktor mulai dari budaya ke geografi untuk tingkat 
pembangunan. Metodologi memeperlakukan nol Pengeluaran Pemerintah sebagai  
tolak ukur dengan kapasitas Pemerintah sedikit mungkin menerima nilai yang 
terlalu tinggi, sebagai hasilnya. Namun, pemerintah tersebut, yang dapat 
memberikan sedikit jika ada barang public, akan dikenakan sanksidengan skor 
yang lebih rendah pada beberapa komponen lain dari kebebasan ekonomi (seperti 
hak kepemilikan dan kebebasan keuangan). 
Skala untuk penilain Pengeluaran Pemerintah secara non-linear, yang 
berarti bahwa  Pengeluaran Pemerintah yang dekat dengan nol adalah dihukun 
ringan, sedangkan tingkat Pengeluaran Pemerintah yang melebihi 30 persen dari 
PDRB menerima nilai jauh lebih buruk dalam mode kuadrat ( misalnya, dua kali 
lipat belanja hasil empat kali kebebasan kurang), sehingga hanya pemerintah 
benar-benar besar menerima nilai yang sangat rendah. 
Pertimbangan lain adalah bahwa perekonomian dapat tumbuh sebesar 
2,5% pertahun. Jika ada Pengeluaran Pemerintah yang lebih tinggi, tingkat 
pertumbuhan ini terus berlanjut. Namun , pertumbuhan tersebut tidak disebabkan 
oleh Pengeluaran Pemerintah maningkat. 
2. Variabel PDRB (X1) 
Hasil Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode penelitian 
mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara  signifikan. Semakin tinggi 
nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar  maka akan 
mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diterima).  
Pertumbuhan Ekonomi Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) adalah 
tingkat Pertambahan dan pendapatan, atau dengan kata lain sebagai kenaikan 
jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (daerah) untuk meyediakan jenis 
barang-barang ekonomi kepada masyarakat. Jadi suatu perekonomian dikatakan 
mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi 
suatu masyarakat tersebut lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapai 
sebelumnya. 
Pada umunya para ahli-ahli ekonomi memberikan pengertian yang sama 
mengenai pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
sebagai kenaikan dalam perkapita, karena kenaikan pendapatan perkapita 
merupakan suatu pencerminan terjadinya perbaikan dalam tingkat kesejahteraan 
masyarakat. 
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disebabkan 
oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan 
dan perubahan dalam tingkat harganya. Untuk dapat mengukur perubahan volume 
produk si atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu 
dihilangkan dengan  cara  menghitung  Produk  Domestik  Regional Bruto 
(PDRB) atas dasar harga konstan. Produk  riil perkapita  biasanya  juga dipakai  
sebagai indicator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi 
dari tahun ke tahun. Untuk perencanaan, proyeksi dan penentuan target, selalu 
bertitik tolak dari Perhitungan atas dasar harga konstan. 
I.  Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan daerah dan menyadari akan 
keterbatasan penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan, diperlukan 
upaya-upaya dari penghimpunan dana pembangunan. Disamping itu diperlukan 
kecermatan dalam penggunaan dana tersebut supaya terarah dan seefisien 
mungkin. Mengingat tidak semua sumber pembiayaan pembangunan dan investasi 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan pola paket untuk 
menentukan skala prioritas yang cermat, serta dilain pihak kapasitas untuk terus 
meningkatkan volume pembangunan jangka panjang yang mantap. 
Sesuai dengan arah dan tujuan dalam pembangunan dana untuk 
pembiayaan pembangunan dan kegiatan pemerintah, maka dana yang bersumber 
dari pemerintah akan ditujukan terutama usaha yang dapat mendorong laju 
pertumbuhan yang dibiayai oleh dunia uasaha dan sadaya masyarakat. 
Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah 
keseluruhan dan peningkatan  Pndapatan Asli Daerah (PAD) secara khusus, 
disamping aspek organisasi dan administrasi yang perlu dibenahi sesuai dengan 
system dan prosedur manual pendapatan daerah juga pembinaan pengelolaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diikuti dengan langkah-langkah intensifikasi dan 
ekstensifikasi untuk mencapai optimalisasi penggalian sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : 
Intensifikasi : 
a. Untuk memberikan peran yang lebih besar dalam kedudukan sebagai 
coordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih efektif dan efisien 
kalau ditunjang dengan perangkat yang memadai termasuk pengadaan 
perangkat computer dan personalia. 
b. Membentuk tim intensifikasi pendapatan daerah / turu ke lapangan dan 
memantau secara langsung kegiatan pemungutan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berkaitan denga kondisi lapangan sebagai bahan 
evaluasi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
c. Melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap petugas pemungut 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menindak tegas penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan 
pendapatan daerah di masyarakat. 
Ekstensifikasi : 
a. Secara makro aparat Pemerintah Daerah Makassar berkepentingan 
dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),  telah melaksanakan 
berbagai pengkajian melalui berbagai studi dari pengamatan terhadap 
objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dikembangkan. 
b. Kebijaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyerap 
dan tanggap denag situasi yang ada khususnya dalam setiap 
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan 
regional dengan cara membentuk infrastruktur yang memungkinkan 
basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dikembangkan 
sehingga dapat lebih banyak menjaring jenis-jenis pungutan yang 
secara langsung   membawa dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). 
c. Melakukan investarisasi data objek-objek pajak untuk ditelah dan 
mengobservasi kemungkinan untuk diajukan kepada pemerintah pusat 
jenis pungutan pajak baru. 
Pengaruh variabel-variabel independent (X) secara keseluruhan terhadap 
variabel dependent (Y). 
 
Batasan Variabel  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang digali sendiri oleh 
daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya, yang digunakan  adalah 
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan adalah total 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan. 
b. Pengeluaran Pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan 
oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan untuk membeli barang 
dan jasa. 
c. Pajak Daerah adalah iuran yang dipungut pemerintah sebagai balas jasa 
fasilitas yang berikan oleh pemerintah. Secara langsung dan nyata 
kepada pembayar. 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan setelah melakukan uji empirik 
mengenai hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 
Pengeluaran Pemerintah dan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)di Kota 
Makassar selama periode pengamatan mulai tahun 1999 sampai tahun 2009, maka 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Perkembangan Realisasi pendapatan asli daerah Kota Makassar yang terus 
mengalami peningkatan karena sebagian besar realisasi penerimaan pajak 
daerah mencapai target yang telah ditetapkan dan sistem pengelolaan 
komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah berjalan secara optimal.  
2. Perkembangan dari data yang telah diolah serta hasil perhitungan empirik 
yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah 
berpengaruh positif dan tidak signifikan sebesar 0,568 terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Sedangkan PDRB 
berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,032 terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) kota Makassar.  
3. Melihat pembangunan ekonomi Kota Makassar telah menunjukkan 
kemajuan yang cukup signifikan karena diimbangi dengan belanja 
Pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana, ditiap 
tahun pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dalam membangun 
sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan tol, mall, sarana hiburan 
dan lain-lain sehingga mendorong penunjang pendapatan Asli Daerah  
B. Saran 
Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai 
faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik 
Reional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. 
Berikut ini diajukan beberapa saran yang berkaitan dengan tulisan ini yaitu: 
1. Dari penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah kota 
makassar secara rata-rata  telah efektif dan cukup efisien untuk di 
harapkan kepada pemerintah Kota Makassar (DIPENDA) agar terus 
meningkatkan penerimaaan pajak disamping itu kota (DIPENDA) harus 
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
pemungutan pajak sehingga lebih efektif dan efisien. 
2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, 
serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun 
jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat 
meningkatkan efektifitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
tersebut, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 
3. Meningkatkan segi sarana dan prsarana pendukung bagi kegitan ekonomi 
yang menjadi objek pajak sebagai bentuk balas jasa atas tidak langsung 
yang di berikan atas pajak yang di bayarkan. 
4. Penerimaan pajak daerah perlu di pertahankan konsistensinya dan 
ditingkatkan secara proposional sesuai dengan perkembangan kegiatan 
ekonomi yang ada. Penerimaan pajak akan berhasil jika melibatkan semua 
staholder yang ada didaerah untuk mencari solusi bersama yang dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundangan yang ada secara konsisten dan 
proposional.  
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